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ABSTRACT 

Problem/Background (GAP): The implementation of SPBE in Palu City in 2023 according to the 

results of the SPBE index evaluation still achieved a sufficient predicate with a value of 2.54, this is 

because the SPBE management and governance domain is still far from the government's target. 

Purpose: The purpose of this study is to determine the extent of the performance of the 

Communication and Informatics Service in implementing SPBE, identify the obstacles faced, and 

explore the efforts made by related agencies in implementing SPBE in Palu City. Method: This study 

uses a descriptive qualitative approach with primary and secondary data sources. Data collection 

techniques are carried out through interviews, observations, and documentation. Results: The results 

of the study indicate that in the productivity dimension, the implementation of SPBE in Palu City is 

not good enough because the effectiveness indicator shows the 2024 SPBE assessment index which 

still reaches a sufficient predicate with a value of 2.58, which means that it has not reached the 2024 

SPBE target and in the efficiency indicator there are inhibiting factors, namely the lack of budget 

allocated for SPBE Architecture and Plan Maps and the lack of human resources who are experts in 

SPBE, and in the responsiveness dimension there is a lack of Inter-System Integration in Digital 

services. There are several efforts to improve the performance of the Communication and Informatics 

Office in the Implementation of SPBE, namely preparing a budget plan for the SPBE architecture and 

plan map, collaborating with academics, and participating in SPLP technical guidance training that 

has been carried out by the Palu City Communication and Informatics Office. Conclusion: The 

performance of the Communication and Informatics Office in the implementation of SPBE in Palu 

City, Central Sulawesi Province has not been going well because there are still many obstacles faced 

by the related agencies.  
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ABSTRAK 

Permasalahan/ Latar Belakang (GAP) : Pelaksanaan SPBE di Kota Palu pada tahun 2023 

menurut hasil evaluasi nilai indeks SPBE masih mencapai predikat cukup dengan nilai 2,54, 

hal ini disebabkan oleh domain manajemen dan tata kelola SPBE masih jauh dari target 

pemerintah. Tujuan : Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kinerja 

Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan SPBE, mengidentifikasi kendala yang 

dihadapi, serta menggali upaya yang dilakukan oleh dinas terkait dalam pelaksanaan SPBE di 

Kota Palu. Metode : Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan 

sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Hasil/ Temuan : Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada 

dimensi produktivitas pelaksanaan SPBE di Kota Palu belum cukup baik karena pada indikator 

efektivitas menunjukkan indeks peniliaian SPBE tahun 2024 yang masih mencapai predikat 

cukup dengan nilai 2,58 yang artinya belum mencapai target SPBE tahun 2024 dan pada 

indikator efisiensi terdapat faktor penghambat, yaitu kurangnya anggaran yang dialokasikan 

untuk Arsitektur dan Peta rencana SPBE dan kurangnya sumber daya manusia yang ahli dalam 

SPBE, serta pada dimensi responsivitas terdapat kurangnya Integrasi Antar-Sistem pada 

pelayanan Digital. Terdapat beberapa upaya dalam meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi 

dan Informatika dalam Pelaksanaan SPBE yaitu menyusun rencana anggaran untuk arsitektur 

dan peta rencana SPBE, melakukan kerja sama dengan pihak akademisi, dan mengikuti 

pelatihan bimbingan teknis SPLP yang telah dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kota Palu. Kesimpulan : Kinerja dari Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan 

SPBE di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah belum berjalan dengan baik dikarenakan masih 

terdapat banyak kendala yang dihadapi oleh dinas terkait. 

Kata Kunci : Kinerja, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

 

I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Penggunaan media teknologi dalam pelayanan publik merupakan suatu inovasi yang 

terus berkembang dalam dunia modern saat ini. Pergeseran paradigma dalam memberikan 

pelayanan kepada publik dari pelayanan berbasis konvensional menjadi berbasis teknologi 

menjadi suatu transisis dalam tata kelola pemerintahan (Mora et al., 2023). Penerapan 

teknologi dibidang pemerintahan telah banyak dilakukan oleh berbagai negara di dunia 

termasuk di Indonesia (Hardi et al., 2025).  

Penerapan teknologi dalam pelayanan publik di Indonesia dikenal melalui kebijakan E-

Government yang diatur berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang  

kebjakan dan strategi nasional pengembangan E-Government. Peraturan tersebut menunjukan 

bahwa pemerintah serius dalam penerapan E-Government dengan tujuan meningkatkan 

kualitas pelayanan publik di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Karunia et al., 2023). 

Saat ini penerapan E-Government di Indonesia mayoritas dilaksanakan melalui pemanfaatan 

website sebagai sarana dalam melaksanakan pelayanan publik (Purbokusumo et al., 2021). 

Penerapan E-Government di Indonesia dikenal melalui Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik (SPBE) yang dilaksanakan melalui Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 

tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Salah satu harapan dalam pelaksanaan 
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SPBE yaitu pelayanan publik yang tranparan sehingga dapat mencegah korupsi disektor 

pemerintahan, pelayanan yang responsif serta akuntabel (Darusalam et al., 2022).  

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sudah mulai diterapkan di Indonesia 

untuk mewujudkan respons yang cepat dan tepat dari pemerintah kepada masyarakat, 

khususnya di bidang administrasi negara. Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024, 

Joko Widodo mengharapkan penyelenggaraan SPBE berujung pada keterbukaan pemerintah 

kepada masyarakat dengan memberikan sesuatu yang akurat sesuai fakta dan dapat diakses 

langsung oleh masyarakat melalui media bagi masyarakat yang ingin mengetahui 

perkembangan sistem pemerintahan Indonesia. Untuk mengantisipasi proses globalisasi dan 

demokratisasi, aparatur negara dalam pemerintahan harus siap melakukan penyesuaian 

berdasarkan sistem dan prosedur pemerintahan, orientasi kebijakan, dan program 

pembangunan yang memungkinkan keterlibatan masyarakat. Perkembangan teknologi perlu 

memperhatikan infrastruktur khususnya infrastuktur teknologi  sebagai alat untuk mencapai 

tata kelola pemerintahan yang baik atau Good Governance yang akan berimplikasi positif 

terhadap keberlanjutan pelayanan di sektor publik (Simangunsong et al., 2019).  

Implikasi penerapan SPBE di daerah Indoensia telah berhasil meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD), mempercepat proses administrasi, dan mendorong partisipasi masyarakat 

(Manohara et al., 2025). Selain itu penerapan SPBE juga dilaksanakan diberbagai sektor 

seperti pada penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan pengelolaan keuangan 

daerah (Tumija et al., 2023). Terdapatnya regulasi yang mengatur implementasi SPBE serta 

banyaknya manfaat implemenyasi SPBE tersebut membuat berbagai daerah di Indonesia 

berusaha untuk menerapkan SPBE diberbagai layanan pemerintahan. Salah satunya yaitu 

Kota Palu di Provinsi Sulawesi Tengah. 

Kota Palu merupakan satu-satunya kota dan menjadi Ibu Kota di provinsi Sulawesi 

Tengah. Kota Palu masih belum mampu menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik dengan maksimal karena masih terdapat beberapa kendala. Indeks Penilaian 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Palu berpredikat cukup pada penilaian 

tahun 2023, seperti yang terlihat pada gambar 1.1 :   
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Gambar 1.1 Indeks Penilaian SPBE Tahun 2023 di Kota Palu                            

Provinsi Sulawesi Tengah 

Berdasarkan data yang dipaparkan di atas, indeks penilaian Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Palu masih belum mencapai target dan belum memenuhi 

harapan Pemerintah Kota Palu, terutama pada domain Tata Kelola SPBE dan domain 

Manajemen SPBE yang hanya mendapatkan nilai sebesar 1,70 dan 1,18. Saat ini, indeks 

penilaian SPBE Kota Palu sebesar 2,54 yang menunjukkan predikat “cukup” secara 

keseluruhan. Indeks penilaian SPBE ini merupakan hasil evaluasi SPBE yang 

merepresentasikan tingkat kematangan (Maturity level) penyelenggaraan SPBE di instansi 

pemerintah dan berupaya untuk mengetahui kemajuan penyelenggaraan SPBE baik di instansi 

pemerintah pusat maupun daerah. Dengan nilai yang masih tergolong rendah menunjukkan 

kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu yang belum maksimal dalam menangani 

tata kelola SPBE dan manajemen SPBE. 

 

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil 

Dinas komunikasi dan Informatika Kota Palu memiliki target yang ingin dicapai 

dalam pelaksanaan SPBE di Kota Palu pada tahun 2022-2026, dapat dilihat dari tabel 1.1 

berikut : 
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Tabel 1. 

Rencana Strategis Diskominfo 

 

 Sumber: …………….. 

Tabel 1.1 menjelaskan bahwa Target kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 

Palu setiap tahun meningkat. Dari gambar di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2024 

dan 2025 terget nilai indeks SPBE berada diangka 2,6 dan 2,8. Capaian pada tahun 2022 

sebesar 1,76 sedangkan target pada tahun tersebut adalah 1,8 Untuk itu Dinas Komunikasi 

dan Informatika Kota Palu perlu meningkatkan kinerja agar dapat mencapai target tersebut. 

 

1.3 Penelitian Terdahulu 

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Wildan Zainul Faki yang berjudul Evaluasi 

Implementasi Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Situbondo 

Menggunakan Peraturan Menteri PAN-RB nomor 5 tahun 2018 Tentang Pedoman 

Evaluasi SPBE menunjukkan bahwa nilai indeks SPBE yang diperoleh mendapatkan nilai 

2,7925. Berdasarkan Asesmen menunjukkan kualitas SPBE pada kategori baik. Penelitian 

ini memiliki kesamaan dengan penelitian lain karena sama-sama membahasan tentang 

penerapan SPBE di Pemerintahan Daerah dan menggunakan metode kualitatif deskriptif. 

Namun, perbedaannya terletak pada teori yang digunakan, dimana penelitian ini 

menggunakan teori implementasi, sedangkan penelitian sekarang menggunakan teori 

kinerja. 

Penelitian kedua oleh Emilsyah Nur yang berjudul Penerapan e-Government Publik 

pada setiap SKPD berbasis Pelayanan di Kota Palu menemukan bahwa Pada 

pemerintahan Kota Palu dalam Pelaksanaan E-Government belum serius dalam 

mendukung perkembangannya, seperti pengembangan sumber daya manusia, sarana 

prasarana, infrastruktur dan anggaran dalam mendukung pelayanan setiap SKPD di Kota 

Palu. Penelitian ini memiliki kesamaan pada pembahasan yang menyoroti pelaksanaan e-

Government, menggunakan metode kualitatif deskriptif, serta lokasi penelitian yang sama. 

Perbedaannya terletak pada pembahasan utama yaitu pada penelitian ini membahas e-

Government pada setiap perangkat daerah, sedangkan penelitian sekarang membahas 

hanya pada Dinas Komunikasi dan Informatika. 

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Aziz Bouty, Moh. Hidayat, dan Dian Novian 

dengan judul Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menggunakan E-

Government Maturity Model (kasus di Pemerintah Gorontalo) yang menunjukkan bahwa 

Pada penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan 

Pemerintahan Kota Gorontalo dengan nilai Indeks 2,88 dan memperoleh predikat baik. 

Penelitian ini juga memiliki kesamaan dalam membahas Sistem Pemerintahan Berbasis 

Indikator Tujuan/ 

Sasaran 

Target Kinerja Tahun Capaian Kinerja 

Tahun 

2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 

Nilai Indeks Sistem 

Pemerintahan Berbasis 

Elektronik (SPBE) 

1,8 2,4 2,6 2,8 3 1,76 2,54 
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Elektronik dan mengevaluasi pemerintah terhadap pelaksanaan SPBE. Namun, 

perbedaannya terletak pada metode penelitian yaitu metode survei dan lokasi penelitian. 

Penelitian keempat oleh Muhammad Fadhil Ramli yang berjudul Implementasi 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Terhadap Peningkatan  Pelayanan di 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan 

bahwa Implementasi SPBE di Kota Palu sudah berjalan dengan baik namun masih ada 

beberapa faktor penghambat pada pelaksanaannya yaitu, banyaknya jenis pelayanan 

elektronik yang tersedia namun tidak terintegrasi, kurangnya SDM di bidang IT, dan belum 

adanya regulasi yang mengatur secara khusus terkait dengan pelaksanaan SPBE di Kota 

Palu. Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu membahas penerapan SPBE, metode yang 

digunakan kualitatif deskriptif, dan lokasi penelitian yang berada di Kota Palu. 

Perbedaannya terdapat pada teori yang digunakan yaitu teori implementasi dan juga fokus 

pembahasan pada peningkatan pelayanan dalam SPBE. 

Penelitian kelima oleh Andrew Wijaya dan Mohammad Saleh yang berjudul Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Mewujudkan Prinsip Good Governance 

pada Pemerintahan Daerah menunjukan bahwa Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik (SPBE) merupakan langkah signifikan dalam mewujudkan Good Governance 

melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di sektor publik. SPBE 

tidak hanya mengubah cara pemerintah menyelenggarakan administrasi, tetapi juga 

meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Melalui 

digitalisasi layanan, pemerintah dapat mengurangi ketergantungan pada sistem manual, 

meningkatkan koordinasi antar lembaga, serta mempercepat pengambilan keputusan yang 

lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.  

 

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah 

Kebaruan Ilmiah (novelty) penelitian ini dari penelitian- penelitian sebelumnnya 

terletak pada eksplorasi mendalam terhadap kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 

dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Palu, 

Provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan fokus pada 

evaluasi yang spesifik di daerah tersebut, di mana hingga saat ini belum ada penelitian 

serupa yang dilakukan di Kota Palu. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya 

memberikan wawasan baru terkait pelaksanaan SPBE di wilayah ini, tetapi juga 

menyediakan acuan bagi peningkatan kinerja dan strategi pengelolaan SPBE di daerah-

daerah lain dengan karakteristik serupa. 

 

1.5 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kinerja Dinas 

Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk 

mengidentifikasi berbagai faktor penghambat kinerja yang dihadapi dalam pelaksanaan 

SPBE di dinas terkait. Selanjutnya, penelitian ini berusaha mengungkap upaya- upaya yang 

telah dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu dalam mengatasi 

hambatan- hambatan tersebut guna meningkatkan kualitas kinerja serta pelaksanaan SPBE 

di Kota Palu. 

 

 

 



 

7 
 

II. Metode 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memperoleh 

gambaran secara mendalam mengenai kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dalam 

Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Palu Provinsi Sulawesi 

Tengah. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengkaji fenomena sosial secara alami 

dan kontekstual, serta menggali informasi dari berbagai sumber secara komprehensif. 

 

III.  Hasil dan Pembahasan 

3.1 Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dalam Pelaksanaan Sistem   

Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Dinas Komunikasi dan 

Informatika dalam Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Palu, 

dengan fokus sejauh mana kebiajakan berjalan sesuai dengan harapan, hambatan yang 

dihadapi, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Pelaksanaan 

SPBE di Kota Palu diatur dalam Peraturan Walikota Palu Nomor 14 Tahun 2022, yang 

menekankan pelaksanaan SPBE dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, pemerintah 

daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPBE dengan 

mengidentifikasi permasalahan dan pelaksanaan arsitektur serta peta rencana SPBE. 

Namun, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama pada 

pelaksanaan arstektur dan Peta rencana SPBE. 

Dalam menilai Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, digunakan teori Kinerja 

Levine dalam Agus Dwiyanto yang mencakup 5 dimensi: Produktivitas, Kualitas Layanan, 

Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas. Dalam dimensi produktivitas 

pelaksanaan SPBE di Kota Palu menunjukkan bahwa efektivitas implementasi masih 

belum maksimal. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan terhadap nilai indeks SPBE Kota 

Palu tahun 2023, diketahui bahwa tingkat kematangan SPBE masih berada pada kategori 

“cukup”, dengan skor 2,54 dan meningkat menjadi 2,58 pada tahun 2024. Meskipun 

terdapat peningkatan nilai, pencapaian ini belum memenuhi target, yaitu nilai indeks SPBE 

sebesar 2,6 pada tahun 2024. Faktor penghambat seperti belum adanya arsitektur dan peta 

rencana SPBE karena kurangnya anggaran yang dialokasikan untuk hal tersebut. Dalam 

konteks ini, dapat disimpulkan bahwa output yang dihasilkan belum mampu 

mencerminkan upaya input dan perencanaan yang telah dilakukan.  

 Dari sisi kualitas layanan,  SPBE di Kota Palu  juga belum memadai. Banyak sistem 

dan aplikasi layanan publik belum terintegrasi, menyebabkan proses pelayanan masih 

rumit dan kurang efisien. Selain itu, tingkat pemahaman aparatur terhadap teknologi juga 

belum merata, sehingga berdampak pada pengalaman pengguna layanan. Masyarakat 

sebagai penerima layanan belum merasakan kenyamanan dan kecepatan layanan yang 

seharusnya menjadi keunggulan dari penerapan SPBE. Selain itu, dari sisi kesiapan petugas 

atau aparatur pelayanan juga masih terbatas, baik dalam hal pemahaman teknis terhadap 

sistem maupun dalam pendekatan pelayanan yang humanis dan responsif. 

Pada dimensi Responsivitas diartikan sebagai kemampuan organisasi publik untuk 

mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan menyusun agenda pelayanan yang sejalan 

dengan kebutuhan tersebut. Dalam hal ini, responsivitas Diskominfo Kota Palu dalam 

pelaksanaan SPBE dinilai masih kurang optimal. Meskipun telah dilakukan sejumlah 
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program digitalisasi, sistem yang dikembangkan belum mampu sepenuhnya menjawab 

kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan dinamis. Salah satu indikator lemahnya 

responsivitas adalah kurangnya integrasi antar sistem layanan publik, yang menyebabkan 

masyarakat harus mengakses berbagai platform berbeda untuk mengurus dokumen atau 

layanan tertentu. Selain itu, Diskominfo juga belum optimal dalam melakukan penyesuaian 

terhadap kebutuhan lokal masyarakat yang memiliki keterbatasan literasi digital. Ketiadaan 

strategi komunikasi yang efektif membuat sebagian besar masyarakat tidak memahami 

manfaat SPBE secara menyeluruh, sehingga partisipasi dan kepercayaan publik menjadi 

rendah. 

Dari aspek Responsibilitas dalam pelaksanaan SPBE masih menemui kendala pada 

aspek kepatuhan terhadap regulasi dan SOP. Beberapa kegiatan penting seperti audit TIK 

dan manajemen risiko belum berjalan sesuai pedoman, mencerminkan adanya kesenjangan 

antara perencanaan dan implementasi di lapangan. Pada Akuntabilitas, instansi 

menunjukkan kemajuan melalui penyusunan perencanaan strategis dan kerja sama dengan 

pihak eksternal. Namun, akses masyarakat terhadap informasi pelaksanaan SPBE masih 

terbatas. Belum adanya sistem pelaporan terbuka membuat evaluasi publik terhadap 

program ini tidak berjalan efektif. 

Secara keseluruhan, pelaksanaan SPBE oleh Diskominfo Kota Palu masih 

memerlukan penguatan pada aspek tata kelola, integrasi sistem, dan kapasitas SDM agar 

dapat mendorong pencapaian target SPBE yang lebih baik dan berkelanjutan. Kinerja 

Diskominfo masih perlu ditingkatkan agar dapat memenuhi target pemerintah daerah. 

 

3.2  Faktor Penghambat Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dalam 

Pelaksanaan SPBE di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah 

Pelaksanaan SPBE di Kota Palu menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi 

efektivitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Hambatan utama terletak pada 

aspek sumber daya manusia, baik dari sisi jumlah maupun kualitas. Banyak pegawai 

belum memiliki kompetensi teknis yang memadai di bidang teknologi informasi, 

sehingga pengelolaan sistem digital tidak dapat dilakukan secara optimal.  

Selain itu, terbatasnya alokasi anggaran juga menjadi kendala serius. Dana yang 

tersedia belum mampu memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur SPBE secara 

menyeluruh, termasuk untuk pembaruan perangkat lunak, pengadaan perangkat keras, 

serta pelatihan pegawai. Hal ini menyebabkan beberapa indikator SPBE, seperti 

manajemen data dan keamanan informasi, masih berada di level kematangan yang 

rendah. 

Infrastruktur teknologi yang belum memadai juga menjadi penghambat penting. 

Layanan pusat data, sistem penghubung layanan, serta platform integrasi antarinstansi 

belum tersedia secara merata. Akibatnya, banyak layanan digital berjalan secara terpisah 

dan tidak terintegrasi, yang menghambat kecepatan dan efisiensi pelayanan publik. 

Terakhir, terdapat minimnya sinergi antarperangkat daerah, terutama dalam 

perencanaan dan pelaksanaan program SPBE. Kurangnya koordinasi lintas sektor 

menyebabkan proses digitalisasi belum berjalan secara kolaboratif, padahal keberhasilan 

SPBE sangat bergantung pada integrasi antarunit dan konsistensi kebijakan. 
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3.3 Upaya dalam Mengatasi Faktor Penghambat Kinerja Dinas Komunikasi 

dan Informatika dalam Pelaksanaan SPBE di Kota Palu Provinsi Sulawesi 

Tengah 

Dalam menghadapi berbagai kendala dalam Pelaksanaan SPBE, Dinas Komunikasi 

dan Informatika Kota Palu telah melakukan sejumlah langkah strategis untuk 

meningkatkan pelaksanaan SPBE. Salah satunya adalah dengan menyusun rencana 

anggaran khusus untuk pengembangan arsitektur dan peta rencana SPBE. Langkah ini 

penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan SPBE memiliki arah yang jelas dan 

didukung pembiayaan yang memadai. 

Diskominfo juga menjalin kerja sama dengan akademisi, seperti Universitas Kristen 

Satya Wacana, dalam rangka memperkuat kapasitas kelembagaan dan menambah 

wawasan teknis bagi pegawai. Kolaborasi ini mencakup pertukaran pengetahuan dan 

pelatihan sumber daya manusia, sebagai upaya untuk mengisi kesenjangan kompetensi 

di bidang teknologi informasi. 

Selain itu, dilakukan pula bimbingan teknis (bimtek) terkait Sistem Penghubung 

Layanan Pemerintah (SPLP), guna meningkatkan keterampilan teknis pegawai dalam 

mengelola integrasi layanan digital secara aman dan efisien. Pelatihan ini diharapkan 

mampu memperkuat peran pegawai sebagai pelaksana utama transformasi digital di 

pemerintahan daerah. 

Di sisi lain, Diskominfo juga tengah menyusun dan memperbaiki standar 

operasional prosedur (SOP) terkait SPBE, agar pelaksanaan program berjalan lebih 

terstruktur dan terukur. Penguatan SOP ini akan menjadi landasan dalam membangun 

budaya kerja yang tertib dan profesional di lingkungan pemerintahan digital. 

Secara keseluruhan, upaya-upaya yang dilakukan menunjukkan adanya komitmen 

pemerintah daerah dalam memperbaiki pelaksanaan SPBE. Meski masih menghadapi 

berbagai tantangan, strategi ini dapat menjadi fondasi untuk mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang lebih modern, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik 

yang prima. 

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian 

 

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik (SPBE) oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu belum sepenuhnya 

optimal, yang tercermin dari indeks SPBE tahun 2023 dan 2024 yang masing-masing 

hanya mencapai nilai 2,54 dan 2,58 masih berada pada kategori “cukup”. Capaian ini 

menunjukkan adanya tantangan serius dalam dimensi produktivitas, kualitas layanan, dan 

responsibilitas. Ketika dibandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya, ditemukan 

baik kesamaan maupun perbedaan karakteristik yang penting untuk dianalisis. 

Sama halnya dengan temuan penelitian sebelumnya oleh Muhammad Fadhil Ramli 

(2022) yang juga meneliti pelaksanaan SPBE di Kota Palu, ditemukan bahwa 

implementasi sistem telah berjalan namun belum sepenuhnya terintegrasi. Penelitian 

Ramli menyebutkan bahwa masih terdapat banyak jenis pelayanan elektronik yang 

tersedia, tetapi belum saling terhubung secara sistematis serta adanya kekurangan SDM 
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di bidang teknologi informasi. Hal ini sejalan dengan temuan dalam penelitian ini yang 

juga menyoroti kurangnya sumber daya manusia yang kompeten sebagai penghambat 

dalam optimalisasi pelaksanaan SPBE. 

Berbeda dengan temuan penelitian Aziz Bouty et al. (2022) yang mengevaluasi 

SPBE di Pemerintah Kota Gorontalo dengan pendekatan E-Government Maturity Model, 

ditemukan bahwa tingkat kematangan SPBE di Gorontalo telah mencapai nilai 2,88 

dengan kategori “baik” dan pelaksanaannya berjalan dengan cukup efektif. Perbedaan ini 

dapat dijelaskan oleh karakteristik objek penelitian, di mana Pemerintah Kota Gorontalo 

telah lebih dahulu membentuk struktur tata kelola SPBE yang solid, memiliki pedoman 

internal yang lengkap, serta mengintegrasikan sistem antarperangkat daerah secara 

konsisten. Sementara itu, Kota Palu masih dalam proses penguatan fondasi dan belum 

memiliki perencanaan arsitektur serta peta rencana SPBE yang memadai, sebagaimana 

terlihat dari nilai indikator-indikator pada domain manajemen dan tata kelola. 

Penelitian ini memperkuat hasil penelitian Emilsyah Nur (2020) yang menyoroti 

lemahnya dukungan Pemerintah Kota Palu terhadap perkembangan e-government, 

termasuk dalam aspek pengembangan SDM, infrastruktur, serta keterbatasan anggaran. 

Penelitian Emilsyah menyimpulkan bahwa perhatian pemerintah terhadap digitalisasi 

layanan publik masih belum optimal, sebuah temuan yang juga tercermin dalam hasil 

evaluasi SPBE Kota Palu yang belum mencapai nilai indeks ideal. Dengan demikian, 

dapat disimpulkan bahwa karakteristik hambatan yang dialami relatif konsisten dari 

tahun ke tahun dan belum menunjukkan perbaikan signifikan yang berkelanjutan. 

Di sisi lain, hasil penelitian ini menolak generalisasi yang dibuat dalam penelitian 

Wildan Zainul Faki (2021) tentang implementasi SPBE di Kabupaten Situbondo yang 

menilai bahwa sistem telah efektif karena nilai indeks SPBE-nya mencapai 2,79. 

Penolakan ini muncul karena perbedaan konteks implementasi SPBE antara Kota Palu 

dan Situbondo. Situbondo memiliki dukungan regulasi internal yang lebih mapan serta 

struktur koordinasi SPBE yang telah dibentuk lintas perangkat daerah, sedangkan di Kota 

Palu koordinasi tersebut belum berjalan maksimal. Hal ini menjelaskan perbedaan 

signifikan dalam nilai indeks kematangan SPBE kedua daerah tersebut. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa temuan penelitian 

ini sebagian besar memperkuat hasil penelitian terdahulu yang berlokasi di Kota Palu, 

serta menunjukkan perbedaan dengan penelitian lain yang mengambil lokasi di daerah 

lain dengan kapasitas SPBE yang lebih kuat. Dengan demikian, hasil penelitian ini 

memiliki kontribusi penting dalam menggambarkan kondisi terkini SPBE di Kota Palu 

dan menegaskan perlunya strategi peningkatan kinerja secara terstruktur melalui 

penguatan aspek SDM, regulasi, dan integrasi sistem pemerintahan secara menyeluruh. 

 

3.5  Diskusi Temuan Menarik Lainnya 

 

Salah satu temuan penting yang turut memengaruhi pelaksanaan SPBE di Kota Palu 

adalah terbatasnya sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi informasi. Banyak 

pegawai yang menangani program SPBE belum memiliki latar belakang pendidikan atau 

pelatihan yang sesuai, sehingga berdampak pada lambatnya implementasi kebijakan 
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digital. Hal ini terlihat dari indikator manajemen kompetensi SDM dan manajemen 

perubahan yang memperoleh nilai tingkat kematangan rendah. Selain SDM, kendala 

anggaran menjadi faktor penghambat yang cukup dominan. Pengembangan Arsitektur 

SPBE dan Peta Rencana belum mendapatkan prioritas anggaran yang memadai. 

Keterbatasan pembiayaan menyebabkan beberapa program digital tertunda dan tidak 

dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, sehingga menghambat integrasi antar layanan. 

 

Ditemukan juga minimnya integrasi antar sistem layanan sebagai hambatan teknis 

yang signifikan. Beberapa aplikasi yang dikembangkan oleh perangkat daerah bersifat 

parsial dan tidak saling terhubung, sehingga menciptakan fragmentasi dalam pelayanan 

publik digital. Kurangnya sistem penghubung layanan menyebabkan masyarakat harus 

mengakses layanan melalui jalur berbeda yang tidak efisien. 

 

Sebagai respons terhadap berbagai hambatan tersebut, Dinas Komunikasi dan 

Informatika telah melakukan beberapa upaya perbaikan, di antaranya menyusun anggaran 

khusus untuk pengembangan SPBE, menjalin kerja sama dengan pihak akademisi untuk 

meningkatkan kapasitas teknis pegawai, serta menyelenggarakan bimbingan teknis 

seperti pelatihan SPLP.  

 

 

 

IV.  KESIMPULAN 

 

Berdasarkan pembahasan data hasil penelitian dapat diambil kesimpulan mengenai 

Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dalam Pelaksanaan Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut : 

1. Kinerja dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu dalam hal ini belum 

belum dijalankan dengan baik. Hal ini terlihat dari hasil penilaian indek SPBE 

tahun 2024 yang tidak mencapai target pemerintah daerah. Target tahun 2024 

ialah predikat baik dengan nilai 2,6, tetapi capaian yang didapatkan yaitu 

predikat cukup dengan nilai 2,58. Ditinjau dari teori Levine dalam Agus 

Dwiyanto (2008), pelaksanaan SPBE di Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kota Palu diklasifikasikan atas lima dimensi, yaitu produktivitas, kualitas 

layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Dari kelima dimensi 

tersebut, produktivitas menjadi salah satu dimensi yang tidak mencapai target 

kinerja Diskominfo atas pelaksanaan SPBE di Kota Palu yang telah ditetapkan. 

Anggaran menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan SPBE karena dana 

yang dialokasikan tidak mencukupi. 

2. Faktor penghambat berdasarkan penelitian dalam proses pelaksanaan Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Palu meliputi kurangnya 

anggaran yang dialokasikan untuk pembuatan Arsitektur dan Peta Rencana 

SPBE, Kurangnya Sumber Daya Manusia yang Ahli dalam Pelaksanaan 

SPBE, serta Kurangnya Integrasi Antar-Sistem pada Pelayanan Digital. 
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3. Upaya- upaya yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 

Palu untuk mengatasi serta mengantisipasi hambatan dan masalah yang 

dihadapi dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 

ialah dengan cara Menyusun Rencana Anggaran untuk pembentukan 

Arsitektur dan Peta Rencana SPBE, Melaksanakan kerjasama dengan Pihak 

Akademisi karena kurangnya tenaga yang ahli di Dinas Komunikasi dan 

Informatika, dan Mengikuti Pelatihan Bimbingan Teknis Sistem Penghubung 

Layanan Pemerintah yang telah dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kota Palu. 
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